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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH 
UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA 
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung 
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi 
melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945;  UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166,                               
TLN No. 4916); PP No. 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514); Perpres RI No. 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018                
No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI                                  
No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja dan dukungan 
pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, yang terdiri dari pengaturan 
mengenai kebijakan pelaksanaan penjaminan, pemberian penjaminan pemerintah, imbal jasa 
penjaminan pemerintah, pemberian dukungan penjaminan, pengelolaan anggaran dalam rangka 
penjaminan, penganggaran IJP, pengelolaan dana cadangan penjaminan pemerintah, 
penyelesaian piutang pemerintah (regres) atas pembayaran klaim penjaminan pemerintah, 
pembukuan dan pelaporan pelaksanaan penugasan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.  

CATATAN : - Dalarn rangka pelaksanaan Penjarninan Pemerintah tahun 2020, sumber dana belanja subsidi IJP 
atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha, belanja subsidi IJP loss limit, anggaran 
kewajiban penjaminan, dan belanja transaksi khusus untuk dukungan backstop loss limit, dapat 
berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai postur dan rincian APBN maupun 
peraturan pelaksanaannya. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 23 – 36. 

 


